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ABSTRAKSI

	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dirancang khusus untuk memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia terhadap ancaman terjadinya tindak pidana terorisme. Undang-Undang ini merupakan pengadopsian dari 13 (tiga belas) Konvensi Internasional yang berbicara mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, termasuk di dalamnya adalah The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997.
	Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan komparatif yuridis normatif dan data sekunder sebagai data penelitian untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis. Teknik perbandingan digunakan untuk melihat kesiapan dari para penyusun dan penegak hukum dalam mengantisipasi dan memberantas tindak pidana terorisme. Penelitian dititikberatkan kepada permasalahan utama yang menyangkut definisi tindak pidana terorisme, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme, dan penetapan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme.
Hasil penelitian perbandingan antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997 menunjukkan adanya beberapa indikator kegagalan dalam pembuatan dan penetapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini. Ketidakjelasan definisi mengenai tindak pidana terorisme dan lemahnya sub-sub sistem penegak hukum di Indonesia dalam menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme merupakan dua faktor utama yang menjadi indikator kelemahan undang-undang ini.
Pembenahan ke depan diarahkan kepada revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai peninjauan kembali atas penetapan definisi tindak pidana terorisme dan peningkatan kinerja sub-sub sistem penegak hukum di Indonesia dalam menuntut pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana terorisme.
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